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MOTTO

“Lihatlah dirimu dan percayalah kesempatan selalu ada padamu, menyerah dan
mengalah bukanlah jalan keluar dari setiap permasalahan. Terkadang kitaharus
tengil, keras kepala dengan mimpi yang sedang kita usahakan.”
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ABSTRAK

PPAT dalam peralihan hak atas tanah kewenangannya adalah membuat akta jual beli
manakala terjadi kesepakatan terhadap sebidang hak milik atas tanah antara Pihak
Penjual dengan Pihak Pembeli. PPAT mewajibkan baik penjual maupun pembeli
untuk membayar Pajak Penghasilan (yang selanjutnya disebut PPh) untuk penjual dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (yang selanjutnya disebut BPHTB)
untuk pembeli. Setelah mendapat konfirmasi atas pembayaran pajak terseburt dari
kantor pajak setempat, barulah PPAT melaksanakan pengesahan dan dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, PPAT wajib mendaftarkan Akta Jual Beli
tesebut ke kantor pertanahan. Apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam
pembuatan Akta Jual Beli, maka kemudian hari akta tersebut dapat dinyatakan batal
demi hukum atau dapat dibatalkan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah tipe yuridis normatif, Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam
menjawab dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute
Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan studi
kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Pada
prinsipnya notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta pembatalan jual
beli tanah, karena telah terjadi peralihan hak atas tanah, dan melanggar asas hukum
pertanahan sehingga dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (g) PP 24/1997 dapat ditafsirkan
menggunakan a contrario. Kedua, Pembatalan Akta Jual Beli dapat dilakukan dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan dan pembatalan tersebut dijadikan dasar
permohonan restitusi BPHTB. Prosedur dan Prosedur dan Upaya Hukum hanya
dilakukan mulai dari Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan, banding,
hingga penijauan kembali.

Kata Kunci : Pembatalan Akta Jual Beli, BPHTB, Restitusi
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ABSTRACT

PPAT in the transfer of land rights, its authority is to make a deed of sale and purchase
when there is an agreement on a plot of land ownership between the Seller and the
Buyer. PPAT requires both the seller and the buyer to pay Income Tax (hereinafter
referred to as PPh) for the seller and Customs for the Acquisition of Land and Building
Rights (hereinafter referred to as BPHTB) for the buyer. After receiving confirmation
of the tax payment from the local tax office, then the PPAT will carry out the
ratification and within a period of no later than 7 (seven) working days, the PPAT
must register the Sale and Purchase Deed with the land office. If one of the conditions
in the making of the Sale and Purchase Deed is not fulfilled, then the deed can be
declared null and void by law or can be canceled. The type of research used in this
study is a normative juridical type. There are several approaches used in answering
this research, namely the Statute Approach, the Conceptual Approach and the Case
Approach. The results of this study indicate that first, in principle a notary does not
have the authority to make a deed of cancellation of the sale and purchase of land,
because there has been a transfer of land rights, and violates the principle of land law
so that in Article 45 paragraph (1) letter (g) PP 24/1997 can interpreted using a
contrario. Second, the cancellation of the Sale and Purchase Deed can be done by
filing a lawsuit to the Court and the cancellation is used as the basis for the BPHTB
restitution request. Procedures and Procedures and Legal Efforts are only carried out
starting from the Taxpayer submits an application for objection, appeal, to
reconsideration.

Keywords: Cancellation of Sale and Purchase Deed, BPHTB, Restitution
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